BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Provinsi Aceh terletak Antara 01°58’ 37,2” — 06°04° 33,6” LU dan
94957’ 57,6 — 98°17° 13,2” BT dengan ketinggian rata-rata 125 Meter di
permukaan air laut. Pada tahun 2009 hingga saat ini Provinsi Aceh terdiri
dari 18 kabupaten, 5 kota, 289 kecamatan, 778 mukim dan 6.403 gempong
atau desa’. Provinsi Aceh memiliki potensi strategis sebagai pintu gerbang
lalu lintas perdangan Nasional dan Internasional yang menghubungkan
belahan dunia Timur dan Barat sehingga memiliki potensi pendapatan
daerah yang besar, hal ini terlihat dari meningkatnya realisasi pendapatan
Aceh pada tahun 2015. Sebanyak 65% pendapatan Aceh tahun 2015 pada
triwulan ke-1V dikelola langsung oleh pemerintah kabupaten dan kota
sedangkan sisanya yaitu sebesar 35% dikelola oleh pemerintah Provinsi.
Struktur tersebut relatif tidak berubah dalam kurun waktu lima tahun
terakhir?. Target pendapatan pemerintah kabupaten dan kota Aceh tahun
2015 adalah sebesar Rp. 22,70 Triliun, naik sebesar 13% dibandingkan
dengan tahun 2014. Sementara itu, target pendapatan pemerintah Provinsi
Aceh pada tahun 2015 adalah sebesar Rp. 12,01 Triliun, naik sebesar 8%

dibandingkan dengan tahun 2014. Kenaikan target tersebut tercatat lebih
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rendah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya®. Hal ini terlihat dari

Grafik 1.1 dan Grafik 1.2 dibawah ini :
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Grafik 1.1. Pangsa Pendapatan Daerah Aceh 2011-2015

Sumber : Dinas Keuangan Aceh, diolah Bl Aceh
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Grafik 1.2. Pertumbuhan Taraet Pendapatan Aceh 2011-
Sumber : Dinas Keuangan Aceh, diolah Bl Aceh

3 Ibid.



Dari grafik di atas dapat diketahui, bahwa pangsa pendapatan daerah Aceh
selama lima tahun berturut-turut mengalami peningkatan. Ini menunjukkan bahwa
pendapatan Aceh mengalami pertumbuhan secara positif. Peningkatan pendapatan
Aceh secara signifikan terjadi pada tahun 2014 yaitu mencapai 64% ini
menunjukkan bahwa pendapatan Aceh yang berasal dari pendapatan kabupaten dan
kota lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan yang berasal dari provinsi.
Pendapatan Aceh tersebut terdiri dari berbagai jenis pendapatan, baik Pendapatan
Asli Daerah (PAD), dana otsu, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus
(DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) maupun pendapatan lainnya. Adapun rincian

pendapatan Aceh pada tahun 2015 dapat terlihat pada Grafik 1.3.

Grafik 1.3. Struktur Pendapatan Aceh 2015

Sumber : Dinas Keuangan Aceh, diolah Bl Aceh

Terlihat dari Grafik 1.3 diatas, struktur pendapatan Aceh tahun 2015 di

dominasi oleh DAU dan dana otsus®. Sementara itu, PAD dan DBH masih memiliki
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pangsa pasar yang rendah. DAU dan otsus + ( otsus dan dana penyesuaian) Provinsi
Aceh masing-masing mencapai 38% dan 31% dari total pendapatan Aceh dengan
nilai masing-masing sebesar Rp. 13,22 Triliun dan Rp. 10,73 Triliun. Sementara
itu, PAD dan DBH Provinsi Aceh masing-masing hanya mencapai 11% dan 5%

dari total pendapatan Aceh®.

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang
diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut
berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku®. Aceh merupakan salah satu provinsi yang memiliki kewenangan khusus
dalam menjalankan pemerintahan daerahnya. Ini terlihat dari lahirnya undang-
undang khusus yang membahas tentang pendapatan asli daerah (PAD) yang
kemudian dikenal dengan UUPA No 11 Tahun 2006, yang berbunyi:” (1) Pasal 180
ayat (1) huruf d menyebutkan : “Zakat merupakan salah satu sumber Penerimaan
Daerah (PAD) Aceh dan PAD Kabupaten/Kota”. (2) Pasal 191 menyebutkan :
“Zakat, harta wakaf, dan harta agama dikelola oleh Baitul Maal Aceh dan Baitul
Maal Kabupaten/Kota yang diatur dalam Qanun” Dan terakhir (3) Pasal 192
menyebutkan : “Zakat yang dibayar menjadi pengurang terhadap jumlah Pajak

Penghasilan (PPh) terhutang dari wajib pajak”.

> Ibid.
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Pasca diberlakukannya UUPA No. 11 Tahun 2006 ini, komponen PAD
Provinsi Aceh terdiri dari:® (1) Hasil pajak daerah, (2) Retribusi daerah, (3) Hasil
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, (4) Zakat/infaq, (5) Lain-lain PAD
yang sah. Adapun perbandingan PAD Provinsi Aceh pra dan pasca berlakunya

UUPA No 11 Tahun 2006 dapat dilihat pada grafik 1.4 dan Grafik 1.5.
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Grafik 1.4. PAD pra UUPA Grafik 1.5. PAD Pasca UUPA
Sumber : BPS Aceh, diolah 2016 Sumber : BPS Aceh, diolah 2016

Dua grafik di atas menjelaskan perbedaan PAD Provinsi Aceh pra dan pasca
berlakunya UUPA No 11 Tahun 2006. Hal ini terlihat dari jumlah komponen yang
menyusun PAD. Perbedaan yang mencolok adalah adanya komponen zakat pasca
berlakunya UUPA. Ini menegaskan bahwa zakat di provinsi ini tidak hanya berupa
kewajiban terhadap agama tetapi juga menjadi kewajiban terhadap Negara yang
secara tegas diatur oleh undang-undang. Pra berlakunya UUPA, komponen terbesar
penyusun PAD adalah Pajak Daerah (PD) yaitu setara dengan Rp. 138 Miliar pada

tahun 2005, namun secara garis besar pendapatan asli daerah Aceh periode 2001-
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2005 mengalami peningkatan. Pasca berlakunya undang-undang, komponen PAD
yang memiliki kontribusi terbesar selama lima tahun berturut-turut adalah Lain
PAD yang Sah (LPS) yaitu selama periode tahun 2011-2015. Sedangkan komponen
yang memberikan kontribusi paling rendah adalah Kekayaan Daerah Terpisah
(KDT) yang hanya menyumbang dibawah satu triliun dalam kurun waktu lima
tahun terakhir®. Namun, secara garis besar pendapatan PAD setiap tahunnya selalu

mengalami peningkatan.
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Grafik 1.6. Struktur PAD 2015
Sumber : BPS Aceh, diolah 2016

Berdasarkan Grafik 1.6 di atas dapat disimpulkan bahwa komponen utama
yang memberikan kontribusi terbesar dalam PAD tahun 2015 adalah LPS dengan
prosentase 55% atau setara dengan Rp. 1,163 Triliun dan yang terendah adalah
KDT dengan prosentase 3% atau setara dengan Rp. 63 Miliar. Sedangkan Zakat
yang pada dasarnya adalah kewajiban bagi setiap muslim hanya mampu

berkontribusi sebesar 7% saja’®.

 www.bpsaceh.go.id
10 Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/kota 2014-2015 hal 11-55



http://www.bpsaceh.go.id/

Jika di lihat lebih rinci yang mendominasi pendapatan Aceh tahun 2015
adalah DAU dan dana ostus +. DAU dan dana otsus merupakan dana bantuan
keuangan dari pemerintah provinsi. Pada tahun ini penyaluran dana yang berasal
dari otsus mengalami peningkatan karena adanya keputusan pemerintah provinsi
untuk meningkatkan pangsa otsus kepada pemerintah kabupaten dan kota!*. Hal ini
mencerminkan masih besarnya ketergantungan Aceh terhadap anggaran pusat,
padahal sektor pendapatan asli daerah menjadi indikator penting dalam menilai
kinerja keuangan pemerintah. Untuk menilai kinerja pemerintah daerah (Pemda)
dalam mengelola keuangan daerahnya, dibutuhkan analisis rasio keuangan. Hasil
analisis rasio keuangan inilah yang selanjutnya dipergunakan sebagai tolak ukur
dalam menilai kemandirian keuangan daerah, efisiensi dan efektivitas dalam
merealisasikan pendapatan serta melihat besar kecilnya kontribusi masing-masing
sumber pendapatan®?. Namun penggunaan analisis rasio keuangan pada organisasi

sektor publik khususnya pemda ini belum banyak dilakukan.

Dari masalah-masalah inilah kemudian yang melatar belakangi peneliti
melakukan penelitian mengenai pengaruh PAD terhadap kinerja keuangan
pemerintah daerah. Adanya ketimpangan antara besaran PAD dengan kinerja
keuangan pemerintah menjadi alasan yang kuat bagi peneliti untuk melakukan
penelitian yang berjudul “Pengaruh Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota
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Provinsi Aceh Pasca Berlakunya UUPA No 11 Tahun 2006 Periode 2011-

2015”.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah komponen PAD secara parsial mempengaruhi kinerja keuangan
pemerintah daerah kabupaten dan kota Provinsi Aceh pasca berlakunya
UUPA No 11 tahun 20067

2. Apakah komponen PAD secara simultan mempengaruhi Kinerja
keuangan pemerintah daerah kabupaten dan kota Provinsi Aceh pasca
berlakunya UUPA no 11 tahun 2006?

C. Tujuan

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui seberapa kuat pengaruh PAD secara parsial terhadap
kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten dan kota Provinsi Aceh
pasca berlakunya UUPA no 11 tahun 2006.

2. Untuk mengetahui seberapa kuat pengaruh PAD secara simultan
terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten dan kota
Provinsi Aceh pasca berlakunya UUPA no 11 tahun 2006.

D. Manfaat

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagi berikut :

1. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan mampu menjawab
pertanyaan yang semulanya berupa asumsi menjadi pendapat yang pasti

sehingga dapat menambah pemahaman peneliti khususnya pemahaman



mengenai kinerja pemerintah daerah yang diukur melalui aspek
pendapatan asli daerah (PAD).

2. Bagi praktisi, hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi masukan
pemerintah kabupaten/kota provinsi Aceh sehingga dapat meningkatkan
kinerja keuangan di masa yang akan datang.

3. Bagi akademisi, hasil penelitian ini diharapkan mampu mengunggah
para akademisi lainnya untuk meneliti kinerja keuangan di provinsi yang
berbeda agar mampu mengawal kinerja pemerintahan khusunya
dibidang keuangan sehinga dapat berkontribusi positif bagi negeri.

E. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini sistematika pembahasan meliputi :

a. BABI:PENDAHULUAN
Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat
serta sistematika pembahasan.

b. BAB Il : TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI
Bab ini menguraikan tentang tinjauan pustaka, kerangka teori, kerangka
berfikir serta hipotesis penelitian.

c. BABIIl: METODELOGI PENELITIAN
Bab ini memuat penjelasan tentang objek dan subjek penelitian, jenis
data, metode pengumpulan data serta definisi operasional variabel dan

pengukurannya.
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d. BAB IV :HASIL DAN PEMBAHASAN
Bab ini berisi hasil dari olah data yang dilakukan peneliti dan kemudian
dijabarkan dalam pembahasan. Adapun isi pembahasan sesuai dengan
rumusan masalah yang telah ditentukan. Pada bab ini kesimpulan
penelitian dapat ditarik

e. BABV :PENUTUPAN
Bab ini sebagai bab terakhir dalam penelitian yang berisi kesimpulan,
saran-saran atau rekomendasi. Kesimpulan didapat dari hasil analisis
data yang disesuaikan dengan rumusan masalah. Saran merupakan
masukan yang diberikan berdasarkan hasil penelitian yang telah

dilakukan.



